
WALJKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 

KANAK - KAN AK, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA NEGERI DI KOTA BLITAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR 

Menimbang a bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 80 tahun 2019 Ten tang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan 

- Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan 
Brome - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar 
Wilis dan Lintas Selatan, akan dilaksanakan 

pengembangan wisata komplek Perjuangan PETA, maka 

perlu dilakukan Relokasi Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 dan 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 yang berada di 

wilayah lokasi komplek Perjuangan PETA; 

b. bahwa dengan adanya relokasi beberapa sekolah 

dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah 

mekanisme zonasi sistem rayon dalam Penerimaan 
Peserta Didik Baru di Kata Blitar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 
Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta 

Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar 



Mengingat 

Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota 
Blitar dalam Peraturan Walikota; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahuiu) Tentang Pembentukan Kota-Kota 
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana teiah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Peru bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat lJ 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 
Penyelenggaraan 
Republik 

2010 ten tang Pengelolaan 

(Lembaran 
Tahun 

dan 
Negara 

2010 
Pendidikan 

Indonesia 
www.jdih.kemdikbud.go.id Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana 



telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6762) ; 
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

11. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 Tentang 
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - 
Bangkalan Mojokerto - Surabaya Sidoarjo - 

Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta 
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Berita Negara Repu blik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 955); 



Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- 
Kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, Sekoiah Menengah Kejuruan 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
6); 

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Biitar Tahun 2018 Nomor 6); 

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita 
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 57) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Serita 
Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2021 
TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK 

BARU PADA TAMAN KANAK - KANAK, SEKOLAH DASAR 

NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERl DI 

KOTA BLITAR 



Pasal I 

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 
Kanak - Kanak, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 
Di Kata Blitar, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 
Mekanisme Zonasi sistem rayon dalam PPDB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 terdiri atas : 
a. Rayon I meliputi SMPN 2, SMPN 5, dan SMPN 9; 
b. Rayon II meliputi SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 7; dan 
c. Rayon Ill meliputi SMPN 4, SMPN 6, dan SMPN 8. 

Pasal II 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Blitar. 

Ditetapkan di 

Pada Tanggal 
Blitar 
28 Januari 2022 

WALIKOTA BLITAR 

ttd. 

SANTO SO 



Diundangkan di Blitar 

Pada Tanggal 28 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

Priyo Suhartono 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 3 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALn HUKUM, 

AHMAD TOBRONI, S.H. 
NIP. 19670909 199803 1 008 
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